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NOMOR 28 TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA NOMOR 08/PER/M.KOMINFO/01/2009 TENTANG

PENETAPAN PITA FREKUENSI RADIO UNTUK KEPERLUAN LAYANAN PITA
LEBAR NIRKABEL (WIRELESS BROADBAND) PADA PITA FREKUENSI

RADIO 2.3 GHz

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Komunikasi dan
Informatika tentang Perubahan atas Peraturan Menteri
Komunikasi dan Informatika Nomor
08/PER/M.KOMINFO/ 01/2009 tentang Penetapan Pita
Frekuensi Radio untuk Keperluan Layanan Pita Lebar
Nirkabel (Wireless Broadband) pada Pita Frekuensi Radio
2.3 GHz, pita frekuensi radio 2.3 GHz pada rentang
frekuensi radio 2300 – 2400 MHz ditetapkan untuk
keperluan layanan pita lebar nirkabel (wireless
broadband);

b. bahwa berdasarkan catatan kaki 5.384A Radio
Regulation 2012, pita frekuensi radio 2300-2400 MHz
diidentifikasi untuk digunakan oleh Administrasi yang
ingin menerapkan telekomunikasi bergerak internasional
(International Mobile Telecommunication/IMT);
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c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagamana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika tentang
Perubahan atas Peraturan Menteri Komunikasi dan
Informatika Nomor 08/PER/M.KOMINFO/01/2009
tentang Penetapan Pita Frekuensi Radio untuk
Keperluan Layanan Pita Lebar Nirkabel (Wireless
Broadband) pada Pita Frekuensi Radio 2.3 GHz;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang
Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3881);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang
Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang
Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000
Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3981);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2009 tentang
Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan
Pajak yang Berlaku pada Departemen Komunikasi dan
Informatika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2009 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4974) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2010
tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 7
Tahun 2009 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis
Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada
Departemen Komunikasi dan Informatika (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 135,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5171);

5. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang
Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara,
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2014
tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Presiden
Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan
Organisasi Kementerian Negara;
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6. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara
serta Susunan Organisasi serta Tugas, dan Fungsi
Eselon I Kementerian Negara, sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden
Nomor 14 Tahun 2014 tentang Perubahan Kelima atas
Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara
serta Susunan Organisasi serta Tugas, dan Fungsi
Eselon I Kementerian Negara;

7. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2014 tentang
Pengesahan Final Acts of The World Radiocommunication
Conference, Geneva 2012 (Akta-Akta Akhir Konferensi
Komunikasi Radio Sedunia, Jenewa 2012);

8. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor
17/PER/M.KOMINFO/10/2005 tentang Tata Cara
Perizinan dan Ketentuan Operasional Penggunaan
Spektrum Frekuensi Radio, sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika
Nomor 23/PER/M.KOMINFO/ 12/2010 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Komunikasi dan
Informatika Nomor 17/PER/M.KOMINFO/ 10/2005
tentang Tata Cara Perizinan dan Ketentuan Operasional
Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio;

9. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor
19/PER.KOMINFO/10/2005 tentang Petunjuk
Pelaksanaan Tarif atas Penerimaan Negara Bukan Pajak
dari Biaya Hak Penggunaan Frekuensi Radio
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Infomatika
Nomor 24/PER/M.KOMINFO/ 12/2010 tentang
Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Komunikasi
dan Informatika Nomor 19/PER.KOMINFO/ 10/2005
tentang Petunjuk Pelaksanaan Tarif atas Penerimaan
Negara Bukan Pajak dari Biaya Hak Penggunaan
Frekuensi Radio;

10.Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor
07/PER/M.KOMINFO/01/2009 tentang Penataan Pita
Frekuensi Radio untuk Keperluan Layanan Pita Lebar
Nirkabel (Wireless Broadband);
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11.Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor
08/PER/M.KOMINFO/01/2009 tentang Penetapan Pita
Frekuensi Radio untuk Keperluan Layanan Pita Lebar
Nirkabel (Wireless Broadband) pada Pita Frekuensi Radio
2.3 GHz;

12.Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor
17/PER/M.KOMINFO/10/2010 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Kementerian Komunikasi dan Informatika;

13.Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor
22 Tahun 2014 tentang Penggunaan Pita Frekuensi
Radio 2.3 GHz untuk Keperluan Penyelengaraan
Telekomunikasi Bergerak Seluler dan Realokasi
Pengguna Pita Frekuensi Radio 1.9 GHz yang
Menerapkan Personal Communication System 1900 ke
Pita Frekuensi Radio 2.3 GHz;

14.Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor
25 Tahun 2014 tentang Tabel Alokasi Spektrum
Frekuensi Radio Indonesia;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA NOMOR 08/PER/M.KOMINFO/ 01/2009
TENTANG PENETAPAN PITA FREKUENSI RADIO UNTUK
KEPERLUAN LAYANAN PITA LEBAR NIRKABEL
(WIRELESS BROADBAND) PADA PITA FREKUENSI
RADIO 2.3 GHz.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika
Nomor 08/PER/M.KOMINFO/01/2009 tentang Penetapan Pita Frekuensi
Radio untuk Keperluan Layanan Pita Lebar Nirkabel (Wireless Broadband)
pada Pita Frekuensi Radio 2.3 GHz diubah sebagai berikut:

1. Di antara Pasal 2 dan Pasal 3 disisipkan 1 (satu) pasal, yaitu Pasal 2A
yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2A

Penggunaan pita frekuensi radio 2.3 GHz pada rentang frekuensi radio
2300 – 2400 MHz selain untuk keperluan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 2 ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Menteri
tersendiri.
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2. Di antara Pasal 3 dan Pasal 4 disisipkan 1 (satu) pasal, yaitu Pasal 3A
yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3A

BHP untuk penggunaan pita frekuensi radio 2.3 GHz selain untuk
keperluan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) ditetapkan
dengan Peraturan Menteri tersendiri.

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara
Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 8 September 2014

MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

REPUBLIK INDONESIA,

TIFATUL SEMBIRING

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 9 September 2014

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN


